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Skripi dengan judul Crime Alarm System di Wilayah Polres Bojonegoro 
Prespektif Maqāṣhid Syari’ah adalah hasil penelitian deskriptif kualitatif untuk 
menjawab pertanyaan bagaimana kinerja crime alarm system dalam menangani 
tindak kejahatan di Wilayah Polres Bojonegoro dan bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap crime alarm system dalam upaya pencegahan tindak kejahatan di 
Wilayah Polres Bojenogoro  
Dalam penelitian ini data yang diperlukan, diperoleh secara langsung dari 
sumber aslinya yaitu beupa interview atau wawancara secara langsung dengan 
para pihak yang berkaitan dengan crime alarm system. Data yang dikumpulkan 
adalah data yang berkaitan dengan crime alarm system, yakni berupa bahan data 
primer dan bahan data sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa crime alarm system dari segi 
kinerja aplikasi Crime Alarm System dinilai masih kurang efektif dan efesien, 
dari segi ke efektifitasan, berdasarkan data yang diperoleh penggunaan aplikasi 
Crime alarm system untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang terjadi masih 
sangat minim. Begitu juga dengan masalah pengurusan surat, Polres Bojonegoro 
masih belum memiliki layanan secara online sehingga korban tetap harus datang 
ke kantor polisi. Pihak Polres Bojonegoro juga menganggap bahwa untuk layanan 
surat dibutuhkan prosedur untuk melegalkan surat seperti pembubuhan stempel 
dari pimpinan. juga mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan aplikasi Crime 
Alarm System. Jika dilihat dari kacamata maqāṣhid syari’ah, Crime Alarm 
System dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di Kota Bojonegoro, maka 
dapat di kategorikan sudah memenuhi dari konsep dharuriyat karena penjelasan 
agar melindungi ke 5 aspek tersebut yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta. Selaras dengan tujuannya dalam pengaplikasiannya di masyarakat, 
Aplikasi Crime Alarm System sangat memudahkan masyarakat dalam 
melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat tidak perlu 
menuju kantor polisi terlebih dulu untuk melaporkan tindak kejahatan yang 
terjadi, cukup menggunakan gadget saja, maka dapat dikatakan aplikasi Crime 
Alarm System sudah sesuai dalam memenuhi aspek hajiyyat. Crime Alarm 
System juga sudah sesuai dengan aspek tahsiniyyat yakni aspek pelangkap dalam 
tatanan hidup agar menjadi aman dan tentram. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak Polres 
Bojonegoro mengembangkan lagi crime alarm system agar kekurangan yang 
terdapat pada aplikasi tersebut dapat diatasi dengan baik dan kedepannya dapat 
diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bojonegoro khususnya. Dan Kota 
Bojonegoro lebih aman lagi untuk masa mendatang. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini merupakan 
fenomena yang selalu menjadi trending topik karena senantiasa melingkupi 
kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti 
terjadi dimana terdapat manusia yang memiliki kepentingan berbeda-beda. 
Karena itu kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya 
interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, dan interaksi 
sendiri sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta 
mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.
1
 Kejahatan merupakan 
bagian dari delik pidana, yakni peristiwa yang berlawanan atau bertentangan 
dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan 
terlepas dari undang-undang. Pada kenyataannya dari pengamatan melalui 
berbagai media diketahui bahwa dilihat dari jenis, kuantitas dan kualitasnya 
angka kejahatan di banyak kota di Indonesia mengalami peningkatan yang 
cukup memprihatinkan. Peningkatan terutama di Kota-kota besar, 
mengingat padatnya populasi akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak 
terkontrol, minimnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada banyaknya 
pengangguran dan ketatnya persaingan hidup. 
                                                             
1 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 1983), 3. 
 



































 Peningkatan nilai angka dalam kejahatan, diduga adanya faktor yang 
berkaitan dengan semakin berat beban kehidupan, selain dari pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari, namun ditambah lagi dorongan kebutuhan 
konsumtif yang lainnya. Sekarang ini, barang kebutuhan sekunder telah 
menjadi sebuah gaya hidup, seperti halnya pada saat ini yang merambah 
keseluruh kalangan yaitu pemakaian sarana komunikasi telepon selular. 
Kebutuhan sekunder sekarang ini telah menjadi kebutuhan pokok yang wajib 
dimiliki oleh semua orang, hal ini memberi gambaran kebutuhan hidup 
manusia akan pemenuhan barang kebutuhan mengalami peningkatan, yang 
dari dulunya merupakan. Timbulnya sebuah anggapan, bahwa seseorang 
akan dianggap ketingalan zaman apabila tidak menggunakan telepon seluler. 
Sehingga saat ini banyak orang yang memaksakan diri untuk memilikinya. 
Penambahan beban hidup yang mahal ini disebabkn karena adanya 
perubahan gaya hidup yang seperti ini. 
 Pemenuhan kebutuhan manusia akan berbagai macam kebutuhannya 
menuntut tersedianya anggaran yang cukup. Sulitnya mendapatkan 
penghasilan yang legal dan halal sekarang ini merupakan salah satu sebab 
banyak orang yang nekat melakukan pekerjaan yang illegal demi memenuhi 
kebutuhannya. Oleh karena itu timbullah kriminalitas yang meresahkan 
masyarakat. 
 Kepolisian bertugas untuk melakukan pengendalian dan pencegahan 
terjadinya kejahatan-kejahatan. Polri telah banyak mengambil langkah-
langkah penanganan atau penindakan secara hukum, namun ternyata 
 


































kejahatan terus berulang dengan berbagai bentuk maupun modus 
operandinya. Kenyataan ini membuktikan bahwa kejahatan tidak dapat 
diselesaikan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini 
dilakukan, yang memandang kejahatan adalah sesuatu yang berdiri sendiri 
terlepas dari masalah sosial, kejahatan suatu penyakit sosial yang hanya bisa 
diobati dengan penerapan pidana terhadap pelaku semata, tanpa 
mempertimbangkan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini 
berhubungan dengan suatu teori tentang kejahatan, yang memandang dan 
mengakui kejahatan adalah suatu dampak dari dinamika sosial, suatu social 
effect. Kejahatan harus dicari sebab-sebabnya justru ditengah-tengah 
masyarakat yang sakit tempat kejahatan itu timbul dan berkembang. 
Bojonogero merupakan suatu kota kecil yang perkembangan kehidupan 
masyarakatnya mulai mengalami kemajuan ke arah masyarakat yang lebih modern. 
Hal tersebut ditandai bertambahnya jumlah kepadatan penduduk dari tahun ke 
tahun. Pertambahan jumlah penduduk Bojonegoro ini dikarenakan sebagian dari 
penduduk Bojonegoro berasal dari luar kota, bahkan tidak jarang berasal dari luar 
daerah Bojonegoro. Mereka bermigrasi dengan tujuan untuk memperoleh mata 
pencaharian yang lebih baik dari pada di daerah asalnya. 
Pertambahan penduduk telah memberikan dampak yang sangat besar bagi 
perubahan kehidupan masyarakat di daerah Bojonegoro, di antaranya kawasan 
pemukiman penduduk semakin padat, lapangan pekerjaan yang tersedia semakin 
sempit. Diantara masalah-masalah yang terjadi tersebut, maka permasalahan yang 
mungkin terjadi adalah bertambahnya tingkat kejahatan.  
 


































Dewasa ini pemerintahan negara telah menerapkan banyak perubahan 
terkait pelayanan publik yang semakin modern. Inovasi pelayanan publik 
saat ini menjadi suatu hal yang sangat diperhitungkan pemerintah dalam 
rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat, apalagi dengan adanya 
Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang mulai diselenggarakan 
sejak tahun 2014 semakin menambah motivasi instansi/lembaga/badan 
pemerintah di seluruh wilayah Indonesia untuk berlomba-lomba 
meningkatkan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dilansir 
dari news.rakyatku.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan bahwa Sistem Inovasi 
Pelayanan Publik (SINOVIK) merupakan wujud dari program One Agency, 
One Innovation yang mewajibkan K/L dan Pemerintah Daerah untuk 
menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Selain itu adanya Sistem 
Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) diharapkan dapat menjadi wadah 
kreatif dan inovatif pemerintah di dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
instansinya. 
Semenjak adanya SINOVIK yang ditujukan untuk ranah layanan instansi 
pemerintah, inovasi layanan dengan jenis E-government sering dijumpai di 
Indonesia sebagai salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas 
pelayanannya. E-government merupakan sistem pelayanan berbasis 
elektronik yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat mengurus suatu 
hal. E-government juga berperan penting di dalam meningkatkan kerjasama 
dengan para pilar pembangunan seperti kerjasama antar instansi pemerintah 
 


































(G to G), pemerintah dengan masyarakat (G to C), pemerintah dengan 
bisnis/swasta (G to B), serta pemerintah dengan pegawai (G to E).Terdapat 
banyak aturan hukum yang menaungi E-government, salah satunya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 
tertera pada pasal 7 ayat 6, menjelaskan bahwa: 
“Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana 
dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.
2
 
Salah satu contoh inovasi E-government berbasis elektronik sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik yang tertera pada pasal 7 ayat 6, berupa sistem pelaporan 
berbasis android bernama Crime Alarm System (CAS) milik Kepolisian 
Resor kabupaten Bojonegoro. Aplikasi tersebut merupakan suatu sistem 
pencegahan agar kasus-kasus kejahatan dapat ditekan dan tidak semakin 
merajalela. Sehubungan dengan hal tersebut, Kapolwil Bojonegoro telah 
memutuskan untuk melaksanakan semacam program guna mengatasi 
masalah-masalah tersebut, yang dinamakan dengan Crime Alarm System.3 
Program itu kemudian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Bojonegoro, 
yang bertujuan untuk menekan terjadinya kejahatan di kota Bojonegoro, 
khususnya masalah kejahatan jalanan. Dengan adanya program ini, kejahatan 
jalanan di kota Bojonegoro bisa berkurang atau tidak ada kejahatan yang 
meresahkan masyarakat. CAS itu sendiri awalnya dicanangkan oleh Kapolres 
                                                             
2 Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Badan Publik.  
3 Humas bojonegoro, https://tribratanewsbojonegoro.com/polres-bojonegoro-akan-launching-
aplikasi-cas/, diakses pada 13 Desember 2019 pukul 21:46 
 


































Bojonegoro, AKBP Wahyu S Bintoro SH SIK MSI pada tahun 2016. CAS 
sendiri merupakan sebuah inovasi layanan pelaporan berbasis android yang 
dikembangkan oleh satuan Kepolisian Resor kabupaten Bojonegoro, Jawa 
Timur. Masyarakat hanya perlu mendownload aplikasi yang telah tersedia di 
playstore dengan tiga macam varian, yang pertama adalah aplikasi CAS 
internal untuk petugas polri. Aplikasi crime alarm system akan terhubung ke 
seluruh alat komunikasi petugas polri jika tombol darurat ditekan sebanyak 
tiga kali. Yang kedua yaitu aplikasi CAS untuk masyarakat selaku pelapor 
kejadian. Yang terakhir aplikasi CAS yang telah bekerjasama dengan 
instansi/badan/lembaga maupun swasta seperti hotel, bank, restoran, warung 
yang telah menjadi mitra seperti dibukanya kantor aman 112, hotel aman 
112, bank aman 112 dan lain sebagainya sehingga korban kejahatan bisa 
langsung melapor dan berlindung ke tempat-tempat aman yang dimaksud 
tersebut. 
Program CAS ini ditujukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan yang 
terjadi di jalanan, yaitu seperti begal, lakalantas, pembunuhan, pemerasan, 
pemerkosaan atau penculikan, pencurian motor, penganiayaan, 
pengerusakan, perampasan, perampokan, perjudian, dan lain sebagainya. 
Bermacam- macam kejahatan seperti contoh di atas sangat kerap terjadi dan 
meresahkan masyarakat. Untuk dapat mengetahui apakah program tersebut 
efektif dan dapat dilaksanakan atau tidak, diperlukan penelitian. 
 


































Jika ditinjau dari segi hukum Islam, semua peraturan yang di dalamnya 
memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Peraturan yang ada dalam hukum 
Islam menjelaskan tentang aturan - aturan yang dapat membawa sebuah 
kemaslahatan. Jika membahas tentang kemaslahatan erat kaitannya dengan 
kajian maqāṣhid syari’ah yang mana dianggap sama dengan istilah filsafat 
hukum Islam. sehingga hal itu mencakup pertanyaan-pertanyaan yang kritis 
tentang istilah tujuan ditetapkannya suatu hukum tersebut.
4
 Tujuan dalam 
hal ini adalah kemaṣlaḥatan bagi seluruh umat manusia baik nantinya di 
dunia atau akhirat.  
Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh 
berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Hal ini karena kebaikan 
yang akan didatangkan oleh hukum Islam bukan hanya kebaikan duniawi 
saja akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Demikian pula, madharrat atau 
bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya 
bahaya di dunia saja, tapi sampai akhirat kelak yaitu api neraka. Dengan 
demikian orang yang patuh dan taat kepada hukum Islam akan mendapat 




Tujuan syari’ dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada 
orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi 
                                                             
4
 Dr. Faisar Ananda Arfa, MA., Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 
2008), 101.   
5
 Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Gramasurya,2015), 
25 
 






































Sehubungan ditetapkannya inovasi baru oleh Polres Bojonegoro mengenai 
cara menangani tindak kejahatan di Wilayah Kota Bojonegoro berupa, 
sehingga perlu adanya peninjauan formal mulai dari hukum positif maupun 
hukum Islam terhadap Crime Alarm System, apakah sudah sesuai dengan 
tujuan hukum Islam ( maqāṣhid syari’ah ). Sehingga tidak menimbulkan 
masalah baru kedepannya akibat dari inovasi baru Polres Bojonegoro.  
Pengenalan terhadap masyarakat luas juga sangat dibutuhkan, mengingat 
sosialisasi terhadap program CAS kurang dilakukan. Sehingga diharapkan 
dengan penyebarluasan tersebut masyarakat dapat membantu mensukseskan 
program tersebut, agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. 
Atas dasar uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih 
jauh tentang kinerja Crime Alarm System dalam memonitor tindak 
kejahatan di wilayah polres Bojonegoro dan maqāṣhid syari’ah terhadap 
Crime Alarm System dengan skripsi yang berjudul “Crime Alarm System Di 




                                                             
6 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2014), 105 
 


































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai 
berikut: 
1. Meningkatnya jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Bojonegoro. 
2. meningkatnya angka kriminalitas di Wilayah Kabupaten Bojonegoro. 
3. Munculnya inovasi pelayanan polisi  
4. Belum banyak yang mengetahui tentang Crime Alarm System. 
5. Belum jelas kinerja Crime Alarm System dalam memonitor tindak 
kejahatan di Wilayah Polres Bojonegoro. 
6. Belum diketahuinya penerapan Crime Alarm System perspektif maqāṣhid 
syari’ah. 
Dari identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini maksimal penulis 
akan batasi pada permasalahan sebagai berikut: 
1. Kinerja Crime Alarm System (CAS) dalam memonitor tindak kejahatan  
 di Wilayah Polres Bojonegoro. 
2. Penerapan Crime Alarm Sytem perspektif maqāṣid syari’ah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 
di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana kinerja Crime Alarm System dalam memonitor tindak 
kejahatan di Wilayah Polres Bojonegoro? 
2. Bagaimana penerapan Crime Alarm System perspektif maqāṣid syari’ah?  
 


































D. Kajian Pustaka 
 Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan 
atau duplikat dari penelitian yang telah ada
7
: 
1. Nila Galih Roosanti, dengan judul skripsi Pelaksanaan Zero Street Crime 
Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian 
Resort Kota Kediri. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan Program Zero 
Street Crime dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Kediri, 
yaitu tentang alasan Kepolisian Resort Kota Kediri melaksakan Program 
Zero Street Crime ini dan mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang 
dilakukan dalam pelaksanaan Program Zero Street Crime di Kota Kediri.
8
 
Yang membedakan penelitian ini antara kajian pustaka yang terdahulu 
adalah  Kajian pustaka yang terdahulu menjelaskan tentang pelaksanaan 
aplikasi penanggulangan tindak kriminal oleh  kepolisian resort Kota 
Kediri sedangkan, skripsi yang akan saya bahas analisis maqāṣhid 
syari’ah terhadap Crime Alarm System (CAS) serta kinerja Crime Alarm 
System (CAS) itu sendiri dalam memonitor tindak kejahatan di wilayah 
Polres Bojonegoro. 
2. Rizki Shadikin dengan judul Maqashid Asy-Syariah terhadap Sistem 
Keamanan Perbankan pada Program “Branchless Banking” Yang 
                                                             
7
 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan 
Ampel, 2015), 8. 
8
 Nila Galih Roosanti, Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan 
Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri, (Skripsi-Univ Sebelas Maret 2009). 
 


































membedakan penelitian ini antara kajian pustaka yang terdahulu adalah  
skripsi yang terdahulu menjelaskan tentang maqāṣhid syari’ah terhadap 
sistem keamanan perbankan
9
 sedangkan Skripsi yang akan saya bahas 
menganai bahas menganai analisis maqāṣhid syari’ah terhadap crime 
alarm system  serta kinerja crime alarm system itu sendiri dalam 
memonitor tindak kejahatan di wilayah Polres Bojonegoro. 
3. Nurul Magfiroh, dengan judul skripsi Dumping dalam Perspektif Maqāṣid 
Syari’ah.10 Skripsi ini menjelaskan tentang dumping dalam perspektif 
maqāṣhid syari’ah yang membedakan penelitian ini dengan kajian pustaka 
yang terdahulu adalah, kajian pustaka terdahulu adalah menjelaskan 
tentang duping dalam perspektif maqāṣhid syari’ah sedangkan Skripsi 
yang akan saya bahas menganai bahas menganai analisis maqāṣhid 
syari’ah terhadap crime alarm system serta kinerja crime alarm system  
itu sendiri dalam memonitor tindak kejahatan di wilayah Polres 
Bojonegoro. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana 
rumusan masalah di atas sehingga agar dapat diketahui secara jelas dan 
terperinci. Adapun tujuan tersebut adalah: 
                                                             
9
 Rizki Shadikin, Maqashid Asy-Syariah terhadap Sistem Keamanan Perbankan pada Program 
“Branchless Banking, (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga 2017). 
10
 Nurul Magfiroh, Dumping dalam Prespektif Maqāṣid syarīah, (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga 
2017). 
 


































1. Untuk mengetahui Crime Alarm System dalam memonitor tindak 
kejahatan di wilayah Polres Bojonegoro. 
2. Untuk mengetahui analisis maqāṣhid syari’ah terhadap Crime Alarm 
System di wilayah Polres Bojonegoro. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, penelitian ini 
dapat bermanfaat khususnya penulis umumnya untuk pembaca, yang secara 
umum kegunaan penelitian ini mencakup dua aspek yaitu: 
1. Manfaat Teoritis sebagai penambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan, 
 khususnya tentang crime alarm system dan ilmu pengetahuan maqāṣhid 
 syari’ah terhadap crime alarm system di Wilayah Polres Bojonegoro. 
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 
kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan pemerintah daerah setempat.    
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional ialah sesuatu yang didasari pada karakteristik yang 
dapat diteliti dari apa yang sedang didefinisikan atau mengganti konsep-
konsep yang berupa konkrit dengan kata yang menggambarkan karakter atau 
perbuatan yang diuji dan diamati serta ditentukan kebenarannya oleh orang 
lain.
11
 Penelitian ini berjudul Crime Alarm System di Wilayah Polres 
Bojonegoro Perspektif Maqāṣhid Syari’ah. Untuk memperjelas arah dan 
tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka 
                                                             
11
 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006), 67. 
 


































perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi 
operasional: 
1. Dilihat dari segi bahasa, kata maqāṣhid berarti tujuan-tujuan, dan syari’ah 
adalah sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT untuk meniti 
kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, maqāṣhid syari’ah adalah 
tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diiginkan oleh 
Allah SWT (hukum Islam).
12
 Dalam kasus ini mengenai maqāṣhid 
syari’ah dari diciptakannya aplikasi Crime Alarm System. 
2. Crime Alarm System: merupakan sebuah inovasi layanan pelaporan 
berbasis android yang dikembangkan oleh satuan Kepolisian Resor 
kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
13
 Aplikasi pelaporan tindak 
kejahatan jalanan di era modern guna mengikuti perkembangan zaman 
yang terus berkembang. Dan berguna untuk membantu pihak kepolisian 
dalam mencegah tindak kejahatan. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu teknik, cara atau alat yang digunakan 
untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kebenaran sesuatu 
                                                             
12
 Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, (Ponorogo: Wade Group, 2016), 143 
13
 Setyo Rahayu, Fitrotun Niswah, Inovasi Layanan Crime Alarm System Dalam Meningkatkan 
kualitas Pelayanan Di Polres Bojonegoro, (Jurnal, Penelitian Karya Ilmiah, Universitas Negeri 
Surabaya,2017), 3. 
 


































secara ilmiah. Metode penelitian meliputi mekanisme dan alat yang 
digunakan dalam penelitian.
14
  Metode penelitian dalam hal ini terdiri dari: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis 
penelitian yang digunakan untuk mengobservasi pada kondisi obyek 
ilmiah, dalam hal ini penulis adalah instrumen utamanya, teknik 
penghimpunan data dilakukan dengan cara gabungan, sedangkan analisis 




2. Sumber Data 
Sumber data merupakan subjek dari data yang didapatkan.
16
 Sumber 
data dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
a. Sumber data primer, merupakan sumber data penelitian yang didapat 
secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). 
Dalam penelitian ini, data primer yang dipakai yaitu interview atau 
wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan 
penelitian, antara lain, Polres Bojonegoro dan penanggung jawab CAS 
b. Sumber data sekunder, ialah sumber data penelitian yang didapatkan 
peneliti secara tidak langsung melalui perantara antara lain yaitu 
                                                             
14
 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1995), 24. 
15
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 1. 
16
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Penerbit PT 
Rineka Cipta, 2002), 107. 
 


































kumpulan literasi berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan dokumentasi 
yang dikumpulkan selama melakukan penelitian. Sumber sekunder dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Maqāṣhid syari’ah karangan Ahmad Sarwat, Lc., MA. 
2) Filsafat Hukum Islam karangan Muhammad Syukri Albani 
Nasution, S.H.I., M.A. 
3) Skripsi Nila Galih Roosanti, Pelaksanaan Program Zero Street Crime 
Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort 
Kota Kediri. 
4) Jurnal Setyo Rahayu, Fitrotun Niswah. berjudul Inovasi Layanan 
Crime Alarm System Dalam Meningkatkan Pelayanan Polres 
Bojonegoro. 
5) Artikel Humas Polres Bojonegoro berjudul Polres Bojonegoro Akan 
Launching Aplikasi CAS. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam mengumpulkan data 
untuk memperoleh informasi.
17
 Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini ada tiga yaitu: 
a. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perbuatan 
manusia seperti terjadi dalam kenyataan, dengan observasi kita akan 
memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.
18
 
                                                             
17
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Tindak pidana, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2004), 86. 
18
 S. Nasution, Metode Research (Penelitian ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 106. 
 


































Peneliti mengadakan penelitian di lapangan dengan melihat secara 
langsung proses pelaksanaan crime alarm system. 
b. Wawancara dilakukan dengan bentuk komunikasi verbal berupa 
percakapan yang tujuanya untuk memperoleh informasi tentang 
kenyataan hidup atau apa yang dirasakan orang dalam berbagai aspek 
kehidupan.
19
 Peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab secara 
langsung dengan penanggung jawab dan pihak yang terlibat dengan 
aplikasi crime alarm system tersebut. 
c. Dokumentasi yaitu teknik pencarian data yang datanya berupa 
dokumen
20
 dokumen yang mendeskripsikan tentang crime alarm 
system. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:3 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh 
secara cermat dan baik dari sumber primer ataupun sumber sekunder,
21
 
dengan ini penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua 
data yang di peroleh sehingga sesuai dengan isi skripsi. 
b. Oranizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
                                                             
19
 Ibid, 113-114 
20
 Moh Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53. 
21
 Masruhan, Metode Penelitian (hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 
197. 
 


































degan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh,
22
 
yakni mengenai aplikasi crime alarm system yang di ciptakan oleh 
Polres Bojonegoro untuk menekan angka kriminalitas di jalanan. 
c. Analizing, yaitu menganalisis terhadap hasil data yang diperoleh dari 
sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil 
lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan,
23
 penguraian suatu pokok atas 
berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 
pemahaman berupa Crime Alarm System menggunakan maqāṣhid 
syari’ah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.  
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 
catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah 
selanjutnya setelah data tekumpul, maka data dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif analisis, dengan mengguakan pola pikir 
induktif yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari 
proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu 
kesimpulan.
24
 Kasus yang diteliti yaitu aplikasi crime alarm system yang 
diciptakan oleh Polres Bojonegoro untuk menekan angka kriminalitas di 
jalanan kemudian dianalisis dengan maqāṣid syari’ah. 
                                                             
22
 Ibid, 154. 
23
 Ibid, 195. 
24 Bagong Suyanto, Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: 
Kharisma Putra Utama, 2013), 169. 
 


































Dari penjabaran diatas, induktif yang di maksud berupa konsep-
konsep, pengertian-pengertian, dan pemahaman didasarkan pada pola 
yang ditemui dalam data, sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai 
dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik 
kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis maqāṣhid syari’ah. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing 
mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara 
satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub bab-sub bab tersebut tersusun 
integritas pengertian dari skripsi. 
Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain 
penelitian. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, 
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi tentang pengertian, pembagian, tujuan dari maqāṣid 
syari’ah. 
Bab ketiga memuat data penelitian berisi tentang gambaran umum Polres 
Bojonegoro, Crime Alarm System di wilayah Bojonegoro, Kefektifitasan 
Crime Alarm System di wilayah Polres Bojonegoro.  
 


































Bab keempat menganalisis pelaksanaan crime alarm system di wilayah 
Polres Bojonegoro dan analisis crime alarm system menggunakan 
pendekatan maqāṣhid syari’ah . 
Bab kelima yaitu bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan 
yang dilengkapi dengan saran-saran.  
Setelah bab kelima dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-
lampiran yang dianggap perlu.  
 


































BAB II  
TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH 
 
A. Pengertian Maqāṣhid Syari'ah 
Maqāṣid syarīah jika ditinjau dari bagian lughawi (bahasa) merupakan 
gabungan dua kata dari sebuah kata majemuk, yakni al-maqāṣid dan as-
syarīah.25 Dalam pembahasannya akan diartikan setiap kata masing-masing 
sebelum keduanya disatukan membentuk istilah baru. 
1. Maqāṣhid  
Kata maqāṣhid berasal dari qaṣada yaqṣidu ( يقص -قصد ) yang bermakna 
menyengaja, bermaksud kepada. maqāṣid merupakan bentuk jamak 
(plural) dari maqṣid/maqṣad (مقصد) yang memiliki arti tujuan, kesengajaan 
atau maksud.
26
 Kata maqāṣhid ini merupakan bentuk jamak dari bentuk 
tunggal maqâshid dan maqshad, keduanya berupa masdar mimi yang 
memiliki bentuk fi’il madhi qashada. Secara bahasa maqāṣhid ini 
mempunyai arti lain diantaranya yaitu al-i’timad, al-um, ityan asy-syai’, 
at-tawajjuh dan juga istiqamatu at-tariq.27  
Kata al-qashd juga dipakai untuk menyatakan suatu perkataan atau 
suatu perbuatan dengan menggunakan pertimbangan dengan tidak 
berlebih-lebihan dan adil, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. 
Maka dengan demikian, maqāṣhid adalah sesuatu yang ditujukan untuk 
                                                             
25
 Aminah. “MaqāṢid Asy-Syarī‘Ah  Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam”. (Jurnal 
Kajian Ilmu-ilmu keislaman, UIN Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Syari'ah, 2017), 168 
26
  Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Ialam, (Bandung: Citapustaka, 2007) ,101  
27
 Ahmad Sarwat, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10  
 


































tercapainya sesuatu yang bisa mengarahkan seseorang kepada jalan yang 
lurus dan yang dilakukan dengan suatu pertimbangan yang adil.
28
  
Al-Qur’an juga memberikan penjelasan terkait maqāṣhid, misalnya 
Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia utuk mengikuti 




ن َْها َجائهر    َوَعَلي آّللَه  ًقْصُد آلَسبهيله َو مه  
Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara 
jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl: 9) 
  
2. Syarīah  
Kata syari'ah secara bahasa diawali dari beberapa kamus bahasa Arab 
yang memiliki makna ad-din, al-minhaj, al-millah, at-thariqah, dan as-
Sunnah.30 Syari'ah secara bahasa dapat diartikan sebagai jalan menuju 
sumber air, kata tersebut bermakna berjalan menuju sumber kehidupan.
31
 
Kata syari'ah yang artinya sebuah hukum Allah, yang ditetapkan sendiri 
dengan baik oleh Allah, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai 
penjelas atas hukum yang telah ditetapkan Allah atau hukum yang 
dihasilkan para mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau 
                                                             
28  Busyro, Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta: 
Kencana, 2019 ,7 
29  Ibid, 5 
30 Ahmad Sarwat, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14 
31  Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Ialam, (Bandung: Citapustaka, 2007) ,101 
 


































yang dijelaskan oleh Nabi.
32
 Sedangkan dalam Al-Qur'an telah disebutkan 




 َء آَلذهيَن اَليَ ْعَلُموَن َشرهيَعٍة م هَن آْْلَْمره َفاتَبهْعَها َواَل تَ َتبهْع َأْهَوا  ُُثَ َجَعْلَنَك َعَلى  
 
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui. 
  
Kata syari'ah pada ayat di atas mempunyai kandungan arti “jalan yang 
jelas membawa kepada kemenangan”. Dalam hal ini, dikarenakan umat 
Islam selalu melalui hal tersebut dalam kehidupan di dunia maka syari'ah 
diartikan sebagai agama yang ditetapkan Allah untuk manusia. 
Bahwasanya siapa yang mengikuti syari'ah ia akan mengalir dan bersih 
ijiwanya maka dari itu dapat disamakan syari'ah Islam dengan jalan air.34 
3. Maqāṣhid Syari'ah  
Pengertian maqâshid dan syarî’ah secara etimologi telah dijabarkan di 
atas, maka dengan sistematis kita dapat menjelaskan pengertian maqāṣhid 
syari'ah dari segi terminologi, bahwa maqāṣhid Syari’ah adalah tujuan 
Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan suatu hukum-hukum Islam. 
Tujuan yang telah ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah 
sebagai alasan logis dalam rumusan suatu hukum yang berorientasi 
                                                             
32 Enny Nazrah Pulungan, Diktat Fikih Usul Fikih, (Medan: UIN Sumatera Utara), 67 
33  Suparman Usman dan Itang, Filsfat Hukum Islam, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 143 
34  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 1 
 


































kepada kemaslahatan setiap umat manusia.
35
 Kemaslahatan ini dapat 
direalisasikan dengan baik jika dapat mewujudkan lima unsur pokok dan 
dapat memeliharanya, yaitu unsur agama, unsur jiwa, unsur keturunan, 
unsur akal dan yang terakhir unsur harta.
36
  
Hukum-hukum syara’ (hukum Islam) mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu secara 
khusus ataupun umum. Allah SWT (sebagai pembuat hukum) telah 
menetapkan hukum-hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang 
termasuk dalam asasi kehidupan manusia ini digunakan untuk dapat 
memastikan terpeliharanya suatu kemaslahatan pada manusia.
37
 
Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat berdasarkan dua segi yaitu 
segi pembuat hukum islam itu sendiri yaitu dari Allah dan Rosul-Nya dan 
segi pelaku dan pelaksana dari hukum Islam yaitu manusia. Jika melihat 
dari segi pembuat hukum islam, tujuan hukum islam itu bersifat primer 
(daruriyat), sekunder (hajjiyat), dan tertier (tahsiniyat), beberapa sifat itu 
digunakan untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia.
38
 Sedangkan 
dari  manusia atau segi pelaku hukum Islam itu, bertujuan untuk 
mencapai suatu bentuk kehidupan yang terasa bahagia dan sejahtera.
39
  
                                                             
35 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), 233 
36 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 
2014), 105 
37 Busyro, Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan……, 144. 
38 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia, 
(Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 59 
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 Ibid, 60 
 


































Al-syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu 
menjelaskan pembahasan tentang kajian maqashid syari'ah secara khusus, 
jelas dan juga sistematis. Dalam kitabnya tersebut menegaskan bahwa 
tujuan dari Allah menetapkan suatu hukum-hukum-Nya yaitu digunakan 
untuk mewujudkannya kemaslahatan hidup yang dialami manusia, baik 
kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab itu, realisasi hukum 
harus terarahkan pada taklif .40 
Dr. ‘Alal Al-Fasi memberikan definisi tentang maqāṣhid syarī’ah 
sebagai berikut maqāṣhid syarī’ah adalah tujuan (secara umum) dari 
pemberlakukan suatu syariat dan beberapa rahasia (secara khusus) yang 
terdapat suatu kandungan dalam setiap hukum yang berlaku. Bahwasanya 
tujuan yang ini umum pemberlakukan syariat adalah menciptakan 
kemakmuran dalam kehidupan di bumi, menjaga setiap ketertiban dalam 
hukum, dan senantiasa terjaganya stabilitas suatu kemaslahatan alam 
dengan rasa tanggung jawab dari manusia  untuk menciptakan sebuah 
lingkungan yang sehat, berlaku keadilan dan tindakan-tindakan yang 




Abu Zahrah mengemukakan pendapatnya tentang maqāṣhid syarī’ah 
bahwa rahmat bagi manusia ini dijadikan sebagai bentuk keberadaan 
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41 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam dan 
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syari'at islam, sehingga terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam 
penetapan hukum syari'at (maqashid syari'at), meliputi pertama, mendidik 
individu agar setiap individu mampu menjadi salah satu sumber kebaikan 
kepada setiap manusia. kedua, menegakkan keadilan dalam semua bidang 
kehidupan manusia dengan menghormati hak orang lain dan 
melaksanakan kewajiban. Ketiga, menghasilkan suatu kemaslahatan yang 




Kajian teori terkait maqashid al-syariah dalam sebuah hukum Islam ini 
merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Urgensi tersebut telah 
didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: pertama, hukum 
Islam adalah suatu hukum yang sumbernya berasal dari wahyu Allah 
SWT dan diberikan kepada umat manusia untuk dilakukan. Oleh sebab 
itu, perubahan sosial akan berhadapan  dengan adanya hukum Islam 
tersebut. Kedua, jika melihat dari aspek historis, Rasulullah SAW beserta 
para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya telah melakukan 
perhatian terhadap teori ini. Ketiga, kunci keberhasilan mujtahid dalam 
ijtihadnya adalah pengetahuan tentang maqāṣhid syarīah, karena dalam 
setiap persoalan bermu’amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan 
berdasarkan landasan tujuan hukum.
43
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Teori Maqāṣhid syarīah  merupakan salah satu elemen yang terpenting 
terhadap kajian dari berbagai hukum Islam. Dalam maqāṣhid dapat 
memberikan suatu perspektif terkait penalaran hukum Islam yang tidak 
hanya terpacu pada ketentuan-ketentuan literatur yang terdapat pada 
suatu teks, tetapi juga senantiasa dapat mendialogkan dengan 
perkembangan zaman yang terjadi saat ini sehingga mampu memberi 




B. Pembagian Maqāṣhid Syarī’ah 
Maqāṣhid syarīah terbagi menjadi beberapa klasifikasi, pembagian 
tersebut dibagi berdasarkan tingkat kepentingan maqāṣid syarīah.  
Berikut pembagian maqāṣid syarīah  diantaranya : 
1. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat 
Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat telah 
terbagi menjadi tiga bagian kebutuhan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan 
tahsiniyat. 
a.  Dharuriyat  
Dharuriyat adalah kebutuhan yang bersifat primer. Kebutuhan ini 
sebagai penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat.
45
 
Kemaslahatan yang memiliki sifat ini harus dapat terpenuhi dan jika 
kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi maka keadaan umat tidak 
akan jauh berbeda dengan keadaan hewan hal tersebut terpengaruhi 
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sebab rusaknya tatanan kehidupan manusia yang terjadi.
46
 
Kebutuhan hidup yang bersifat primer ini dalam kajiam putakanya 
hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-khamsah atau 
disebut juga al-kulliyah al-khoms (lima hal pokok), yaitu hifdz ad-
din (memelihara agama), hifdz an-nafs  (memelihara jiwa), hifdz al-
‘aql (memelihara akal), hifdz an-nasb (memelihara keturunan), hifdz 
al-mal (memelihara harta/ hak milik).47 
Dharuriyat menurut pendapat Iman Al-Ghazali adalah 
keanekaragaman maslahat yang memberi jaminan untuk menjaga 
tujuan yang mencakup lima aspek yang harus dipelihara. Berikut 
lima aspek yang harus dipelihara untuk tetap menjaga kemaslahatan 
dalam kehidupan umat yaitu: 
1) Memelihara agama 
Agar kedudukan manusia lebih tinggi dibandingkan dengan 
tingkatan makhluk lainnya maka manusia perlu memiliki agama, 
karena agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh 
individu manusia. Agama yang paling tinggi dan juga sempurna 
adalah agama Islam. Oleh karena itu, umat manusia perlu untuk 
mmelihara agama dari segala sesuatu yang dapat merusak bahkan 
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Pada dasarnya syari'at Islam diturunkan agar mampu 
melindungi eksistensi semua ragam agama, baik dari agama yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam, ataupun 
agama lainnya.
49
 Adapun ayat Al-Qur'an yang member suatu 
jamian akan hal itu yaitu: 
إهْكَراَه ِفه آلد هينه  اَل   
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (QS. Al-
Baqarah :256) 
 
Adapun Hadits yang menjelaskan terkait hal tersebut yaitu 
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4772 dan An 
Nasa’i no. 4099 al Hafidz Abu Thohir berkata bahwa sanad yang 
terdapat dalam hadits ini ialah shohih, sebagai berikut: 
ْيد   ْيد  , َمْن قُتهَل ُدْوَن َمالههه فَ ُهَو َشهه هه فَ ُهَو َشهه َو َمْن , َو َمْن قُتهَل ُدْوَن عهْرضه
ْيد   ْيد  َو َمْن قُتهَل ُدْوَن دهينههه فَ ُهَو َشهه , قُتهَل ُدْوَن قَ ْومههه فَ ُهَو َشهه  
   
Barang siapa mati membela hartanya maka dia akan mati 
syahid, barang siapa mati membela kehormatan dirinya maka 
dia akan mati syahid, barang siapa mati membela kaumnya 
maka ia akan mati syahid, dan barang siapa yang mati 




2) Memelihara jiwa 
Jiwa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. tanpa jiwa 
manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas, mati, tidak 
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50 Ahmad Syurbaashi, Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam, (Surabaya: 
Al-Ikhlas, 1992), 523 
 


































bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apapun. Islam menyuruh 
manusia untuk menjaga kesehatan badan, mengharamkan bunuh 
diri atau membunuh. Islam akan memberikan hukuman yang 




Syari'at Islam sangat menjaga dan menghargai setiap nyawa 
pada seseorang, selain nyawa dari pemeluk Islam, bahkan juga 
nyawa para orang kafir ataupun orang yang jahat sekalipun. 
Untuk menjamin akan tidak boleh menghilangkan nyawa 
seseorang maka telah ditetepkannya hukun qishah.52 
Berikut ayat dari Al-Quran yang memberikan penjelasan 
terkait memelihara jiwa yaitu QS. Al-Maidah : 32 
َنا َعَلى  َبِنه إهْسراَئهيَل أَنَُه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا بهَغرْيه نَ ْفٍس َأْوَفَساٍد  لهَك َكتَ ب ْ مهْن َأْجله ذَ 
يًعا يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأََّنَا َأْحَيا الَناَس َجَه  ِفه اْْلَْرضه َفَكَأََّنَا قَ َتَل الَناَس َجَه
 
Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: barangsiapa yang membubuh seorang manusia, 
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan 
karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan 
dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
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3) Memelihara akal  
Makhluk yang diciptakan Allah yang paling sempurna di 
antara seluruh makhluk lainnya yaitu manusia. Sebaik-baik 
bentuk, dan Allah melengkapi bentuk itu dengan akal sehingga 




Dengan mempergunakan akalnya, manusia mampu berpikir 
tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri serta mampu 
mengembangkan dan mempelajari ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Jika tanpa akal, manusia tidak bisa disebut sebagai 
pelaku dan pelaksana hukum Islam. Maka dari itu, memelihara 
akal menjadi salah-satu dari tujuan hukum Islam yang harus 
dicapai. Manusia sebisa mungkin harus menggunakan akalnya itu 
untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi 
kepentingan kehidupan pada manusia, akal tidak digunakan 
untuk hal-hal yang dapat merugikan suatu kehidupan.
54
 
Mengharamkan meminum khamar dan segala hal yang 
memabukkan telah disyariatkan oleh Agama Islam, serta 
menberikan sebuah hukuman kepada orang yang minum khamr 
dikarenaka hal tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa setiap 
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 Akal umat manusia sangat dihargai oleh syari'at Islam, 
sehingga ada larangan yang menegaskan untuk umat manusia 
agar tidak minum khamar. Adapun QS. Al-Maidah menjelaskan 
tentang Khamar sebagai berikut: 
ره  َنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِفه اْلَْْمره َواْلَمْيسه إهََّنَا يُرهيُد الَشْيطَاُن َأْن يُوقهَع بَ ي ْ
تَ  ُهونَ َوَيُصدَُكْم َعْن ذهْكرهاّلل ه َوَعنه الَصاَلةه فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمن ْ  
 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu 





4) Memelihara nasab  
Memelihara keturunan ditujukan agar kemurnian darah dapat 
dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.
57
 Islam 
telah membuat aturan dalam pernikahan dan tidak 
memperbolehkan untuk berzina, menetapkan siapa saja yang juga 
tidak diperbolehkan untuk dikawini, memberikan bagaimana 
cara-cara perkawinan itu dilakukan dan  juga menetapkan 
beberapa syarat apa yang harus dipenuhi sebelum melakukannya, 
sehingga perkawinan yang dilakukan itu bisa dianggap sah dan 
pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak 
dianggap sebagai bentuk dari zina dan anak-anak yang lahir dari 
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hubungan itu juga dianggap sah dan menjadikan sebagai suatu 
keturunan sah dari ayahnya.
58
 
Syari'at Islam melarang dan mengharamkanbta perzinaan 
bertujuan untuk menjaga urusan nasab, jika seseorang melakukan 
perzinaan maka pelakunya diberikan hukuman cambuk dan 
rajam. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an ada QS. 
An-Nuur ayat 2. Adapun ayat lain yang menjelaskan terkait 
perintah untuk menjaga keluarga yaitu Q.S At-Tahrim Ayat 6, 
sebagai berikut: 
ََي أَي َُّها اَلذهيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهلهيُكْم ََنًرا َوُقوُدَها الَناُس َواْلْهَجاَرُة 
َداد  اَل يَ ْعُصوَن اّلَلَ َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ   َعَلي َْها َماَلئهَكة  غهاَلظ  شه
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.
59 
5) Memelihara harta 
Allah yang Maha Kaya semua harta benda itu kepunyaan 
Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk 
menjaga harta islam mensyariatkan peraturan-peraturan 
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 Syari'at Islam memberikan suatu 
perlindunga terhadap setiap harta yang dimiliki seseorang, 
sehingga ditetapkannya hukum bagi siapa yang melakukan 




 اْ أَْيده ْقَطُعو  ٱلَسرهَقُة فَ ٱوَ  لَسارهَقة  ٱوَ 
َا َكَسَبا َنكَ   يَ ُهَما َجَزآَء  ّلَلُ َعزهيز  ٱوَ  ّللَهه ٱاًل م هَن ِبه
 َحكهيم  
 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Maidah: 
38).  
 
Adapun Hadits yang menjelaskan terkait hal tersebut yaitu 
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4772 dan An 
Nasa’i no. 4099 al Hafidz Abu Thohir telah berpendapat bahwa 
sanad yang terdapat pada hadits ini adalah shohih, sebagai 
berikut: 
ْيد   ْيد  , َمْن قُتهَل ُدْوَن َمالههه فَ ُهَو َشهه هه فَ ُهَو َشهه َو َمْن , َو َمْن قُتهَل ُدْوَن عهْرضه
ْيد   ْيد  , قُتهَل ُدْوَن قَ ْومههه فَ ُهَو َشهه َو َمْن قُتهَل ُدْوَن دهينههه فَ ُهَو َشهه  
   
Barang siapa mati membela hartanya maka dia akan mati 
syahid, barang siapa mati membela kehormatan dirinya maka 
dia akan mati syahid, barang siapa mati membela kaumnya 
maka ia akan mati syahid, dan barang siapa yang mati 
membela agamanya maka ia mati syahid.
62
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b.  Hajiyat  
Hajiyat merupakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 
sekunder,
63
 yang mana kebutuhan umatnya untuk menjaga tatanan 
hidupnya dan untuk memenuhi kemaslahatannya, berbeda dengan 
dharuriyat apabila kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi maka 
tidak akan memberikan pengaruh pada rusaknya tatanan kehidupan 
yang telah ada.  
Hal-hal yang memiliki sifat kebutuhan sekunder bagi setiap 
manusia berguna terhadap sesuatu yang dapat meringankan beban 
yang menyulitkan manusia, menghilangkan bentuk hal kesempitan 
manusia, dan mampu melancarkan setiap jalan-jalan muamalah dan 
mubadalah (tukar menukar).64 Beberapa hukum dalam berbagai 
ibadah, muamalah dan uqubah (pidana) telah disyariatkan oleh 
agama Islam, yang mana hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan 
kesempitan dan meringankan beban seluruh manusia.  
c.  Tahsiniyat 
Tahsiniyat merupakan suatu kebutuhan pelengkap terhadap 
tatanan kehidupan setiap umat agar hidup menjadi tentram dan 
aman. Pada tingakatan tahsiniyat ini mencakup hal-hal yang 
berkaitan dengan akhlak (makarim al akhlak) dan etika (suluk) 
masuk dalam kehidupan manusia.
65 
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Manusia juga mempunyai beberapa kepentingan yang bersifat 
pelengkap, misalnya kepentingan pelengkap yaitu seperti tertib 
yang sangat dianjukan untuk menyempurnakan salah satu 
kebutuhan dalam bersuci (thaharah), yang mana hal tersebut telah 
disyariatkan Islam. Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya 
sebagai sesuatu yang wajib baginya, ketika Islam menganjurkan 
perbuatan Sunnah, sehingga seorang mukallaf tidak akan untuk 
membiasakan membatalkan amal yang sedang dilaksankan sebelum  
amal tersebut sempurna terlebih dahulu.
66 
Bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi 
merupakan perilaku yang menunjukkan tahsîniyyat. Seperti halnya, 
orang yang masuk surga hanya dikarenakan memberi minum seekor 
anjing yang sedang merasakan kehausan, kemudian ada seorang 
wanita yang masuk neraka dikarenakan tidak member sesuap makan 
kepada seekor kucing yang sedang kelaparan, adanya suatu larangan 
buang air kecil dibawah pohon, dan dilarangnya membakar 
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2. Berdasarkan kolektif dan personal 
Maslahat terdiri dari dua klasifikasi berdasarkan hubungannya 
dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, yaitu 
sebagai berikut: 
a.  Kulliyat 
Kulliyah yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan 
dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.
68
 Contohnya 
membela suatu negara dari sebuah serangan yang diberikan oleh 
musuh, dan menjaga sebuah hadits dari bentuk usaha pemalsuannya. 
b. Juz’iyat 
Juz’iyah adalah maslahat yang memiliki sifat parsial ataupun 
individual. Hal ini kebalikan dari kulliyah, maslahah juz’iyah ini 
telah terdapat dalam berbagai bentuk muamalah.
69 
3. Berdasarkan kebutuhan 
Adapun maslahat berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk 
meraihnya, maslahat ini terdiri dari tiga bentuk klasifikasi yaitu 
sebagai berikut: 
a. Qath’iyyah  
Maslahat ini yaitu maslahat yang ditunjukan oleh nash-nash yang 
telah jelas dan tidak lagi membutuhkan suatu takwil,
70
 atau lewat 
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penelitian secara induktif dengan ditunjuki dalil-dalil, ataupun 
dapat memahami dengan akal secara mudah adanya maslahat itu. 
b. Zhanniyyah  
Kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, atau maslahat 
yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara’.71 
c. Wahmiyyah  
Kemaslahatan yang mengandung sebuah kemudharatan setelah 
dilakukan penelitian yang mana sebelum diteliti kemaslahatan ini 
diperkirakan bermanfaat. 
Pembagian maslahat di atas merupakan hasil pendapat dari Wahbah al-
Zuhaili, bahwasanya ia menegaskan maslahat yang harus diprioritaskan 
untuk kepentingan hidup serta maslahat yang boleh diambil diantara 
sekian banyak maslahat yang telah ada. Maslahat dharuriyat ialah 
maslahat yang harus didahulukan terlebih dahulu daripada dengan 
maslahat hajiyat, kemudian untuk maslahat hajiyat sendiri juga harus 
didahulukan terlebih dahulu dibandingkan maslahat tahsiniyat. Demikian 
pula maslahat yang memiliki sifat kulliyat harus lebih diprioritaskan 
dahulu daripada maslahat yang memiliki sifat juz’iyat. Terakhirnya, 
maslahat zhanniyah dan wahmiyah tidak diutamakan terlebih dahulu 
tetapi maslahat qath’iyah yang harus diutamakan dahulu.72 
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C. Kedudukan Maqāṣhid Syarī’ah 
Islam telah menegaskan dalam dalil-dalil syariatnya bahwasanya setiap 
hukum-hukum yang telah ditetapkan telah mempunyai maqāṣhid atau 
maksud yang tertentu. Kemaslahatan untuk manusia di dunia dan akhirat ini 
merupakan tujuan dari pensyariatan itu. Maqāṣhid syarī’ah menjadi tolak 
ukur dalam melakukan penilaian terhadap sesuatu. Dengan kata lain, untuk 
sebuah pemahaman suatu hukum harus diiringi dengan maqāṣhid yang telah 




Dalam proses pemahaman sebuah hukum, perlu memahami dalil-dalil 
hukum yang ditetapkan dan perlu melihat lebih jauh lagi dari aspek 
maqāṣhid hukum yang disyariatkan tersebut hal itu perlu dilakukan oleh 
seorang faqih. Dapat dikatakan jikalau hukum fiqih tanpa maqāṣhid sama 
halnya seperti jasad yang tiada ruh di dalamnya. 
Kedudukan maqāṣhid yang dikukuhkan oleh dalil-dalil sebagai hujjah 
yang mengikat terdapat pada: 
1. Al-Qur'an     
Alquran merupakan sumber primer maqāṣhid syarī’ah yang ada secara 
langsung ataupun secara tidak langsung, dari Alquran dapat diketahui 
maqāṣhid pengutusan seorang rasul-rasul, proses penurunan Alquran, 
pentaklifan suatu mukallaf dengan rasa tanggungjawab dan sebuah 
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2. Al-Sunnah  
Sebagai sumber yang kedua setelah adanya Al-Qur’an, al-Sunnah juga 
berperanan penting untuk menguatkan apa yang sudah dibawa oleh Al-
Qur’an. Berfungsi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, untuk 
memberi penjelasan dan juga menguraikannya agar lebih jelas dan mudah 
untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Al-Sunnah telah menerangkan 
banyak hal terkait suatu hukum bahwasanya hal tersebut turut 
menekankan pada aspek maqāṣhid hukum.75 
3. Ijtihad  
Mengaplikasikan konsep maqāṣhid syarī’ah iyyah telah dilakukan pada 
masa para sahabat dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan. Jika 
membandingkan dengan masa Rasulullah SAW, penggunaan konsep 
maqāṣhid syarī’ah pada masa para sahabat lebih banyak digunakan itu 
dikarenakan adanya banyak persoalan atau permasalahan baru yang tidak 







                                                             






































D. Peranan Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum   
Pengetahuan yang berisikan tentang maqāṣhid syarī’ah, Abdul Wahhab 
Khallaf telah menegaskan bahwa hal yang sangat penting dapat dijadikan 
sebagai alat bantu dalam melakukan pemahaman redaksi pada Al-Qur'an dan 
Sunnah, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum 
terhadap suatu kasus yang tertera pada Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian 




Metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas 
maqāṣhid syarī’ah yaitu metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan 
maslahah mursalah. Dalam Qiyas, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat 
ditemukan maqāṣhid syarī’ah yang telah menjadi alasan logis (‘illat) dari 
suatu hukum tersebut. Sebagai contohnya terdapat pada persoalan tentang 




Maqāṣhid atau tujuan syariat untuk mengharamkannya suatu khamar 
adalah sifatnya yang dapat memabukkan hal tersebut ditemukan dari hasil 
penelitian ulama. Dengan demikian, sifat memabukkan ini menjadi alasan 
yang logis untuk diharamkannya khamar ini, sedangkan khamar merupakan 
salah satu dari sesuatu yang memabukkan ada lagi banyak hal yang 
memabukan itu juga akan menjadi haram. Dengan adanya metode analogi 
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(qiyas) yang dikembangkan maka dihasilkan ketetapan terkait setiap yang 
bersifat memabukkan itu akan dihukumi haram.
79
  
Hadits secara khusus atau jika tidak adanya ayat al-Qur'an yang akan 
dijadikan al-maqis’alaih (tempat menqiyaskan), tetapi akan termasuk ke 
dalam tujuan syari'at secara umum seperti halnya untuk memelihara adanya 
kekurangan dari salah satu dari kebutuhan-kebutuhan. Dalam kajian ushul 
fiqh, dapat dikatakan maslahat apabila sejalan atau tidak bertentangan 
dengan adanya petunjuk umum syari'at, yang mana dikenal dengan istilah 
maslahat mursalah sebagai suatu landasan hukum.80   
Jika ada sesuatu yang akan diketahui apa hukum yang mendasarinya 
namun telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas, kemudian 
hukum tersebut ditetapkan dalam satu kondisi yang mana apabila ketentuan 
itu diterapkan akan berbenturan dengan kepentingan lain, maka yang lebih 
umum dan lebih layak menurut syara’ itu yang dipertahankan. Istihsan 
merupakan istilah yang dikenal dalam ijtihad ini. Praktik qiyas, istihsan, dan 
istislah (maslahah mursalah), dan lainnya adalah metode dalam penetapan 
hukum melalui maqāṣhid syarī’ah dalam praktik-praktik istinbat tersebut. 
Selain itu sebagai metode untuk menetapkan hukum melalui maqashid 
syari'ah, juga dilakukan oleh sebagian besar ulama' ushul fiqih hal itu disebut 
sebagai dalil-dalil pendukung.
81  
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CRIME ALARM SYSTEM DI WILAYAH POLRES BOJONEGORO  
 
A. Gambaran Umum Kota Bojonegoro   
1. Letak dan Kondisi Geografis  
Daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur salah satunya 
adalah Kota Bojonegoro, terletak pada posisi 6° 37' Lintang Selatan dan 
112° 25' sampai 112° 09' Bujur Timur, dengan jarak ± 110 km dari ibu 
kota provinsi. Luas wilayah kota Bojonegoro adalah 230.706 ha dengan 
jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 sekitar 1.311.042 jiwa, dan 
secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebelah Selatan 
Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang, sebelah Utara Kabupaten 
Tuban, Sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi 
Jawa Tengah), sebelah Timur Kabupaten Lamongan. Pembagian Wilayah 
Kota Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, 430 Desa, 28 Polsek. 
Terdapat pegunungan kapur di sebelah Utara/Selatan, pada bagian Barat 
dan Utara dilintasi Bengawan Solo sepanjang 93.915 km. 
Terkait dengan pengembangan wilayah Kota Bojonegoro sebagian 
besar wilayahnya merupakan daerah pertanian. Di Kota Bojonegoro tata 
guna lahan terdiri dari 2 kawasan yaitu kawasan lindung yang meliputi 
Hutan Lindung seluas 1.456,47 ha, Sempadan Sungai seluas 1.242,04 ha, 
Danau dan Waduk seluas 967,27 ha. 
 


































Kawasan Budidaya meliputi hutan produksi seluas 94.479,34 ha, 
perkebunan seluas 1.522,66 ha, tanah sawah seluas 23.970,35 ha, ladang 
seluas 23.439,73 ha, permukiman seluas 23.970,35 ha, dan lain-lain seluas 
6.779,97 ha. 
2. Kondisi Topografi 
Keadaan topografi kota Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah 
yang berbukit yang berada di sebelah Selatan (pegunungan kapur Selatan) 
Utara (pegunungan kapur Utara) yang mengapit dataran rendah letaknya 
berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah 
pertanian dengan kondisi yang subur. 
Permukaan tanah di Kota Bojonegoro rata-rata relatif rendah, yaitu 
berada pada ketinggian antara 25m sampai dengan 500m dari permukaan 
laut dengan kemiringan rata-rata mencapai kurang dari 2%, serta dengan 
curah hujan di wilayah kota Bojonegoro umumnya tidak merata yaitu 
berkisar antara 1.500mm sampai 2.500mm pertahun. 
B. Kepolisian Resort Kota Bojonegoro 
1. Visi dan Misi 
Visi dari kepolisian resort kota Bojonegoro yaitu terwujudnya postur 
Polres Bojonegoro yang profesional, modern dan terpercaya sebagai 
pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam 
memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.
82
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Kepolisian Resort Kota Bojonegoro juga memiliki misi untuk 
menciptakan kesejahteraan hidup, yaitu sebagai berikut: 
a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif 
dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta 
kepatuhan hukum masyarakat. 
c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju 
kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. 
d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 
memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 
bingkai integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro. 
e. Mengelola profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan dukungan 
sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas 
Polres Bojonegoro untuk mewujudkan keamanan di wilayah 
Bojonegoro sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja 
guna mencapai kesejahteraan masyarakat. 
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2. Dasar Operasional Kepolisian Resort Kota Bojonegoro 
a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
No. 2, tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4168). 
b. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
c. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik. 
d. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
f. Permenag Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 15/M.PAN/7/2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (9 program, 23 
kegiatan). 
g. Grand Strategi Polri 2004-2025. 
1) Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2010. 
2) Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional 
Polri. 
3) Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
4) Rencana Kerja Polres Bojonegoro TA. 2018 
 
 


































h. Data Kuantitas Kriminalitas Kota Bojonegoro 
Berdasarkan kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah kota 
Bojonegoro menunjukkan data kuantitas yang dapat dilihat pada 
pendataan kriminalitas di Polres kota Bojonegoro. Adapun jenis 
kriminalitas yang mengancam masyarakat yaitu pencurian dengan 
kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat) dan 
pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Selain itu, juga terjadi 
kriminalitas berupa pembakalan liar, penganiayaan, pengeroyokan, 
perjudian dan narkoba.
84
 Berikut data hasil pelaporan tindak kejahatan 
yang didapatkan oleh kepolisian resort kota Bojonegoro dari tahun 
2017 hingga tahun 2019
85
 : 
Tabel 3.1 Data crime index tahun 2017 




2017 Curas  10 3 
Curat  120 37 
Curanmor  99 15 
Illegal Loging 51 43 
Anirat 34 26 
Pengeroyokan 32 20 
Perjudian 81 88 
Narkoba 26 26 
Jumlah 453 256 
  
Tabel 3.2 Data crime index tahun 2018 




2018 Curas  107 56 
Curat  12 9 
Curanmor  65 14 
Illegal Loging 39 39 
                                                             
84
 Brigadir Nanang, Wawancara, Polres Kota Bojonegoro, 16 Juli 2020 
85
 Brigadir Nanang, Wawancara, Polres Kota Bojonegoro, 24 Agustus 2020 
 






































Anirat 28 27 
Pengeroyokan 32 16 
Perjudian 43 43 
Pengelapan 9 9 
Penipuan  50 32 
Jumlah 385 245 
 
 
Tabel 3.2 Data crime index tahun 2019 




2019 Curas  78 42 
Curat  14 13 
Curanmor  57 14 
Illegal Loging 22 20 
Anirat 14 12 
Pengeroyokan 16 12 
Perjudian 61 64 
Pengelapan 7 6 
Penipuan  40 36 
Jumlah 309 219 
 
C. Crime Alarm System Polres Kota Bojonegoro  
1. Definisi Crime Alarm System (CAS) 
Crime Alarm System (CAS) merupakan sebuah terobosan kreatif yang 
dilakukan oleh Polres Kota Bojonegoro dengan bentuk seperangkat 
aplikasi berbasis android yang digunakan sebagai salah satu penanganan 
kejahatan. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi berupa quick 
respon penanganan informasi atau pengaduan masyarakat. sebagai upaya 
membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibnas. 
Setiap ada kejadian kriminal, Crime Alarm System (CAS) akan mengirim 
alarm ke seluruh anggota Polres Kota Bojonegoro agar dapat segera 
 


































diantisipasi serta lokasi kejadian akan ditampilkan melalui peta (google 
maps) sehingga dapat diketahui segera.
86
 
Adapun kelebihan Crime Alarm System (CAS) untuk internal yaitu:  
a. Anggota dapat memonitor tindak pidana di wilayah Bojonegoro untuk 
segera melakukan pengejaran dan penutupan (giat razia/ 2-1). 
b. Quick respon, tindakan cepat terhadap permasalahan yang terjadi. 
c. Jaringan terjangkau dari Polres atau Polsek terjauh. 
d. Menggunakan peralatan handphone, karena tidak semua petugas 
memiliki HT. 
e. Teknologi android, handphone yang berada di pasaran saat ini sudah 
berbasis android. 
Kelebihan Crime Alarm System (CAS) untuk eksternal yaitu 
membangun kesadaran dan partisipasi publik terhadap kamtibmas sesuai 
dengan program prioritas promotor dan open government partnership, 
dengan berperan aktif sebagai mitra kamtibmas guna mendekatkan 
pelayanan Polri di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini masing-
masing dinas/ instansi pemerintah daerah, perbankan, hotel, rumah 
makan, indomaret/alfamart, toko emas, pondok pesantren, perguruan 
pencak silat serta masyarakat yang bergabung atau yang tidak bergabung 
dalam komunitas baik roda dua dan roda empat dan lain-lain telah ada 
operator Crime Alarm System (CAS) dengan izin Rumah Aman 112, 
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Hotel Aman 112, Kantor Aman 112, Café Aman 112, Warung Aman 112, 
dan seterusnya. 
Adapun tujuannya Crime Alarm System (CAS) adalah sebagai simbol 
kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, sebagai mitra kerjasama 
dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan situasi aman dan kondusif 
sehingga masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau yang butuh 
penanganan segera atau cepat (quick respon) dapat ditangani baik oleh 
Polri, DPK (Dinas Pemadam Kebakaran), tim SAR, Rumah Sakit, dan 
lain-lain. 
Dari berbagai tujuan yang telah ada Crime Alarm System (CAS) juga 
memiliki keunggulan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. 
Adapun keunggulan dari aplikasi Crime Alarm System (CAS) Polres Kota 
Bojonegoro ini yaitu sebagai berikut: 
a. Bisa digunakan di seluruh Indonesia, terutama yang sudah ada jaringan 
internetnya. 
b. Dapat dimanfaatkan oleh semua K/L, dinas/instansi baik tingkat pusat 
sampai daerah sebagai alarm atau informasi awal kejadian. 
c. Beberapa Kapolres telah memesan aplikasi Crime Alarm System 
(CAS) berbasis android ini untuk diterapkan pada kesatuannya. 
d. Program Crime Alarm System (CAS) ini merupakan hibah dari pihak 
ke 3 di wilayah Bojonegoro, dan saat ini sudah dalam proses pengajuan 
simak BMN. 
 


































e. Aplikasi ini dibuat oleh staf Polres Kota Bojonegoro dengan 
menggandeng lulusan mahasiswa yang berdomisili di Bojonegoro, baik 
yang sudah lulus maupun belum lulus. 
f. Mampu menumbuhkan rasa toleransi serta mampu membangun 
kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas. 
Selain adanya keunggulan aplikasi Crime Alarm System (CAS) ini, ada 
pula kekurangan yang dimiliki oleh Crime Alarm System (CAS). Aplikasi 
ini tidak akan bisa digunakan ketika tidak adanya jaringan internet, Crime 
Alarm System (CAS) membutuhkan jaringan internet berupa jaringan 
edge, 3G, 4G atau wifi. Ketika handphone pengguna aplikasi mati maka 
alarm tidak akan berbunyi. Dikarenakan aplikasi ini berbasis informasi 
android maka belum bisa diterapkan di IOS atau Apple windows phone. 
2. Pembagian Crime Alarm System (CAS) 
Crime Alarm System (CAS) dibagi menjadi 3 akses aplikasi yaitu 
untuk internal, instansi dan juga untuk masyarakat. 
a. Crime Alarm System (CAS) Internal 
Laporan kejadian dikirimkan oleh personil Polri atas kejadian yang 
membutuhkan penanganan segera, baik diketahui langsung maupun 
informasi dari masyarakat. seluruh anggota akan mendapatkan alarm 
kejadian beserta lokasi kejadian.
87
 Adapun cara bertindak anggota 
ketika mendapatkan alarm kejadian sebagai berikut: 
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1) Anggota yang dekat dengan lokasi langsung mengecek di lokasi 
kejadian dan apabila diketahui memungkinkan langsung 
mengadakan pengeharan dan pencarian. 
2) Polsek yang berbatasan dengan lokasi tempat kejadian peristiwa 
untuk mengadakan razia (mempersempit ruang gerak pelarian 
pelaku) 
3) Apabila diketahui lokasi jauh maka langsung mengadakan giat 
patroli mengarah ke lokasi kejadian. 
4) Bagi personil lainnya yang tidak dinas agar antisipasi kejadian dan 
memonitor bila pelaku melewati/di sekitar tempatnya. 
b. Crime Alarm System (CAS) Instansi 
Laporan kejadian dikirimkan oleh operator CAS instansi (Kantor 
Aman 112, Dealer Aman 112, Rumah Makan Aman 112, Bank Aman 
112, dan lain-lain) atas kejadian yang membutuhkan penangan segera 
baik diketahui langsung maupun informasi dari masyarakat. Dalam hal 
laporan kejadian seluruh anggota Polri akan mendapatkan alarm 
kejadian beserta lokasi kejadian.
88
 Adapun cara bertindak yang 
dilakukan sebagai berikut: 
1) Anggota yang dekat dengan lokasi langsung mengecek di lokasi 
kejadian dan apabila diketahui memungkinkan langsung 
mengadakan pengejaran dan pencarian. 
                                                             
88
 Polres Bojonegoro, SOP Crime Alarm System (CAS), 2016 
 


































2) Polsek yang berbatasan dengan lokasi tkp untuk mengadakan razia 
(mempersempit ruang gerak pelarian pelaku). 
3) Apabila diketahui lokasi jauh maka langsung mengadakan giat 
patroli mengarah ke lokasi kejadian. 
4) Bagi personil lainya yang tidak dinas agar antisipasi kejadian dan 
memonitor bila pelaku melewati/disekitar tempatnya. 
5) Pawas/SPKT Polres memonitor Laporan kejadian dari Web CAS 
Monitoring untuk control personil yang menindaklanjuti laporan 
kejadian. 
Panic Button dikirimkan oleh operator Instansi (Kantor Aman 112, 
Dealer Aman 112, Rumah makan Aman 112, Bank Aman 112, dan 
lain-lain) apabila dalam keadaan bahaya dan membutuhkan kehadiran 
segera petugas kepolisian. Dalam Hal penanganan Panic Button, pada 
Web CAS Monitoring di ruang SPKT akan berbunyi Alarm Panic 
Button dan adapun cara bertindak anggota sebagai berikut: 
1) Anggota Piket SPKT dan Pawas melakukan konfirmasi kejadian 
baik melalui Telpon maupun langsung mengirim unit Patroli 
terdekat dengan lokasi kejadian.  
2) Setelah terverifikasi oleh unit patrol atau per telpon maka 
Pawas/SPKT menindaklanjuti sesuai kejadian yang terjadi dan 
menggeser pasukan jika dibutuhkan. 
 


































3) Untuk kecepatan informasi, Pawas/SPKT dapat menggunakan 
aplikasi Crime Alarm System (CAS) Personil untuk 
menginformasikan kejadian kepada seluruh anggota Polri. 
c. Crime Alarm System (CAS) Masyarakat 
Laporan Kejadian dikirimkan oleh Masyarakat yang telah 
menginstall aplikasi CAS dan mendaftarkan diri dalam aplikasi tsb 
atas kejadian yang membutuhkan penanganan segera, baik diketahui 
langsung maupun informasi dari masyarakat lainnya. Dalam Hal 
Laporan Kejadian, Kapolsek di lokasi kejadian beserta anggotanya 
akan mendapatkan Alarm Kejadian beserta lokasi kejadian dan akan 
tampil pula di Web CAS Monitoring di ruang SPKT.
89
 adapun cara 
bertindak anggota sebagai berikut: 
1) Polsek Melakukan verifikasi Laporan terhadap pelapor baik melalui 
telepon maupun verifikasi langsung apabila ada petugas kepolisian 
disekitar tempat kejadian serta apabila memungkinkan langsung 
mengadakan pengejaran dan pencarian. 
2) Verifikasi laporan akan mengirimkan Alarm Kejadian ke seluruh 
Anggota Polres. 
3) Polsek-polsek yang berbatasan dengan lokasi tkp untuk mengadakan 
razia (mempersempit ruang gerak pelarian pelaku). 
4) Apabila diketahui lokasi jauh maka langsung mengadakan giat 
patroli mengarah ke lokasi kejadian. 
                                                             
89
 Polres Bojonegoro, SOP Crime Alarm System (CAS), 2016 
 


































5) Bagi personil lainya yang tidak dinas agar antisipasi kejadian dan 
memonitor bila pelaku melewati/disekitar tempatnya. 
6) Pawas/SPKT Polres memonitor Laporan Kejadian dari Web CAS 
Monitoring untuk control personil yang menindaklanjuti laporan 
kejadian serta persiapan back up pasukan jika dibutuhkan. 
Panic Button dikirimkan oleh Masyarakat yang telah menginstall 
aplikasi CAS dan mendaftarkan diri dalam aplikasi tsb apabila dalam 
keadaan bahaya dan membutuhkan kehadiran segera petugas 
kepolisian. Dalam Hal penanganan Panic Button, pada Web CAS 
Monitoring di ruang SPKT akan berbunyi Alarm Panic Button dan 
adapun cara bertindak anggota sebagai berikut: 
1) Anggota Piket SPKT dan Pawas melakukan konfirmasi kejadian 
baik melalui Telpon maupun langsung mengirim unit Patroli 
terdekat dengan lokasi kejadian. 
2) Setelah terverifikasi oleh unit patrol atau per telpon maka 
Pawas/SPKT menindaklanjuti sesuai kejadian yang terjadi dan 
menggeser pasukan jika dibutuhkan. 
3) Untuk kecepatan informasi, Pawas/SPKT dapat menggunakan 
aplikasi Crime Alarm System (CAS) Personil untuk 
menginformasikan kejadian kepada seluruh anggota Polri. 
Pengaduan dikirimkan oleh Masyarakat yang telah menginstall 
aplikasi CAS dan mendaftarkan diri dalam aplikasi tersebut untuk 
melaporkan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas dan membutuhkan 
 


































solusi atau tindakan dari kepolisian. Dalam Hal penanganan 
Pengaduan, pada Aplikasi CAS Personil Web CAS Monitoring di 
ruang SPKT akan masuk pengaduan tersebut, adapun cara bertindak 
anggota sebagai berikut: 
1) Bhabinkamtibmas wilayah pelapor pengaduan CAS Masyarakat 
wajib merespon pada kolom komentar. 
2) Unsur Pimpinan baik dari Polres dan Kapolsek Jajaran dapat turut 
memonitor dan berkomentar sebagai bentuk respon terhadap 
pelapor serta menindaklanjuti terhadap pengaduan yang dilaporkan. 
3) Humas agar memberikan respon berupa link expose ke media terkait 
penanganan Pengaduan masyarakat apabila dibutuhkan. 
3. Dasar Hukum Crime Alarm System 
Dalam pedoman Program Crime Alarm System disebutkan bahwa 
sebagai dasar hukum pelaksanaan program Crime Alarm System adalah 
sebagai berikut: 
a. Kebijakan program prioritas Kapolri terkait peningkatan pelayanan 
publik berbasis TI 
1. Program II meningkatkan pelayanan public yang lebih mudah bagi 
masyarakat dan berbasi TI (Teknologi Informasi) dengan kegiatan 
Quick Response (kecepatan anggota dalam merespon keluhan 
masyarakat dan atau mendatangi TKP) 
 


































2. Program VII membangun kesadaran dan partasipasi masyarakat 
terhadap kamtibmas dengan kegiatan pemanfaatan alat-alat 
pengamanan berbasis teknologi (Panic Button, Alarm dan CCTV) 
b. Kebijakan Pemda menganai Open Government Partnership (OGP) 















5. Data Pelaporan Tindak Kejahatan melalui Aplikasi Crime Alarm System 
di Wilayah Kota Bojonegoro 
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Berdasarkan hasil pelaporan tindak kejahatan yang terjadi di Wilayah 
Kota Bojonegoro melalui aplikasi crime alarm system, berbagai kasus 
kejahatan yang dilaporkan melalui crime alarm system. Tindak kejahatan 




Data yang diperoleh berdasarkan pelaporan masyarakat melalui 
aplikasi crime alarm system di Wilayah Kota Bojonegoro sebagai berikut, 
pada tahun 2017 terjadi sebanyak 22 pelaporan kasus diantaranya tindak 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) terjadi sebanyak 18 
kasus, Pencurian dengan pemberatan (Curat) terjadi sebanyak 1 kasus, 
Laka lantas terjadi sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2018 terjadi sebanyak 8 
pelaporan kasus diantaranya tindak kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor (Curanmor) terjadi sebanyak 2 kasus, Laka lantas terjadi 
sebanyak 3 kasus, pencurian, penganiayaan terjadi sebanyak 1 kasus, 
kebakaran rumah terjadi sebanyak 1 kasus, pengerusakan terjadi sebanyak 
1 kasus. Pada tahun 2019 terjadi sebanyak 8 pelaporan kasus diantaranya 
tindak kejahatan begal terjadi sebanyak 2 kasus, pencurian kendaraan 
bermotor (Curanmor) 3 kasus, judi terjadi sebanyak 1 kasus, laka lantas 
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6. Faktor Penghambat Crime Alarm System 
a. Membutuhkan jaringan internet bias berupa jaringan edge, 3G, 4G, 
atau wifi. 
b. Saat HP mati alarm tidak berbunyi 
c. Belum bisa diterapkan di IOS / Apple Windows Phone. 
d. Korban tetap mendatangi kantor polisi guna mengurus surat menyurat 
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BAB IV  
PERSPEKTIF MAQĀṢHID SYARĪAH TERHADAP CRIME ALARM 
SYSTEM DI WILAYAH POLRES KOTA BOJONEGORO 
 
A. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Crime Alarm System (CAS) 
Seiring perkembangan jaman, kejahatan juga ikut berkembang, begitu 
pula cara untuk menangani kejahatan. Adapun tindak kejahatan yang terjadi 
di Wilayah Kota Bojonegoro pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian 
dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), 
pembalakan liar, penganiayaan, pengeroyokan, perjudian, dan narkoba. 
Sehingga aparat penegak hukum melakukan upaya penanganan tindak 
kejahatan dengan mengikuti perkembangan jaman, salah satu upaya dari 
Polres Bojonegoro yaitu menciptakan trobosan dalam menangani tindak 
kejahatan jalanan berupa aplikasi quick response yang bernama Crime Alarm 
System dalam hal ini Polres Bojonegoro sudah melaksanakan kebijakan dari 
Kapolri program II. 
Crime Alarm System merupakan salah satu inovasi yang diciptakan oleh 
Polres Bojonegoro untuk menanggulangi tindak kejahatan di Wilayah Kota 
Bojonegoro. Aplikasi Crime Alarm Sytem memiliki cara penggunaan yang 
sangat mudah. Masyarakat cukup mendownload aplikasi crime alarm system 
di playstore, menyalakan GPS terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan diri 
dengan mengisi data pribadi seperti nama, alamat, nomor kartu tanda 
penduduk (KTP), nomor telepon juga dapat menggunggah foto pribadi resmi.  
 


































Dalam aplikasi Crime Alarm Sytem terdapat 3 akses yaitu untuk internal, 
instansi, dan eksternal yakni untuk masyarakat. Dari ke tiga akses ini, setiap 
akses memiliki cara tindakan yang dilakukan petugas berbeda beda. Hal ini 
disebabkan karena setiap akses memiliki kegunaan yang berbeda, namun 
memiliki satu tujuan sama yakni menerima setiap laporan tindak kejahatan 
yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang dari Kepolisian yang tertera pada 
Pasal 15 Ayat 1 Poin a bahwa: 
 “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
 dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia secara 




Apabila masyarakat mendapat suatu kejadian tindak kejahatan, maka 
dapat melapor melalui menu “Kejadian” yang terdapat pada aplikasi  Crime 
Alarm System kemudian mengisi jenis tindak kejahatan yang dialami 
ataupun juga dapat menu “Pengaduan” apabila mengalami tindakan secara 
umum Ketika terjadi bencana (di luar tindak kejahatan), ataupun juga dapat 
menekan tombol darurat/panic button melalui aplikasi crime alarm system, 
maka laporan yang masuk akan langsung tersambung ke gadget para 
petugas yang sedang bertugas ataupun masuk ke ruang Monitoring 
Information Communication and Call Center (MIC4). Kemudian petugas 
pusat akan menghubungi melalui HT kepada petugas  polisi yang terdekat 
dengan lokasi kejadian untuk segera datang ke TKP. 
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Aplikasi Crime Alarm System memang diciptakan untuk membantu 
pihak kepolisian dalam melaksakan tugas dan wewenang menerima laporan 
dan/ pengaduan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang dari Kepolisian yang tertera pada 
Pasal 15 Ayat 1 Poin a serta sudah menjalankan Program VII dari kebijakan 
program prioritas Kapolri dimana setiap Polres di Indonesia menumbuhkan 
rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas. 
Kendati demikian ternyata kinerja aplikasi Crime Alarm System dinilai 
masih kurang efektif dan efesien, dari segi ke efektifitasan, berdasarkan data 
yang penulis peroleh penggunaan aplikasi Crime alarm system untuk 
melaporkan suatu tindak kejahatan yang terjadi masih sangat minim, di 
tahun 2017 hanya 22 laporan saja dari 453 laporan kesuluharan tindak 
kejahatan, sedangakan di tahun 2018 terjadi 8 laporan dari 385 laporan yang 
terjadi, dan di tahun 2019 juga terjadi 8 laporan dari total keseluruhan 309 
laporan yang terjadi di Wilayah Kota Bojonegoro. Hal ini di karenakan 
aplikasi Crime alarm system masih harus di akses menggunakan android, dan 
belum bisa di akses melalui gadget berbasis IOS/Windows Phone dan juga 
dibutuhkannya sambungan internet untuk menggunakan, aplikasi Crime 
Alarm System ini, apabila di daerah yang koneksi internet lemah/tidak ada 
maka sangat kesulitan untuk melaporkan tindak kejahatan melalui aplikasi 
Crime Alarm System ini karena masih memerlukan koneksi internet yang 
memadai.  
 


































Dari segi ke efesiensianya korban masih harus mendatangi kantor polisi 
guna mendapatkan surat keterangan atas tindak kejahatan yang dialami. 
Begitu juga dengan masalah pengurusan surat, Polres Bojonegoro masih 
belum memiliki layanan secara online sehingga korban tetap harus datang ke 
kantor polisi. Pihak Polres Bojonegoro juga menganggap bahwa untuk 
layanan surat dibutuhkan prosedur untuk melegalkan surat seperti 
pembubuhan stempel dari pimpinan. Hal ini juga mempengaruhi masyarakat 
dalam penggunaan aplikasi Crime Alarm System.  
Berdasarkan segi implementasinya, tiap-tiap pengguna aplikasi Crime 
Alarm System baik internal ataupun eksternal masih belum ditemukan 
kendala dalam penggunaan aplikasi. Sedangkan dari koordinasi masing-
masing pihak yang berwenang sudah cukup baik sebab telah terlibat dalam 
penanganan kasus. Hal itu menjadi kelebihan umum dari aplikasi Crime 
Alarm System yang mana dapat dimanfaatkan oleh seluruh dinas maupun 
instansi baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai alarm/info awal 
kejadian yang dapat ditunjukkan dalam Open Government Partnership Kota 
Bojonegoro. 
B. Analisis Crime Alarm System (CAS) dalam Perspektif Maqāṣhid Syarīah 
 Menjadikan indikator dari maqāṣhid syarīah dalam arti crime alarm 
system dari sudut pandang hukum Islam menambah ruang lingkup yang lebih 
spesifik lagi terhadap tujuan dan maksud arti Crime Alarm System dalam 
perspektif hukum Islam. Dengan menjadikan setiap indikator dalam 
maqāṣhid syarī’ah sebagai landasan setiap aspek terwujudnya kemaslahatan 
 


































hidup manusia, baik di Dunia maupun Akhirat, hal tersebut semakin 
menunjukan bahwa aplikasi crime alarm system yang berdiri dari aspek 
hukum Islam dan tujuan pemenuhan syariat adalah  metode penanganan 
tindak kejahatan berbasis aplikasi yang menyeluruh dan tidak hanya sebatas 
melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian secara umum, akan tetapi di 
dalam aspek indikator Crime Alarm System menurut maqāṣhid syarī’ah ini 
menjadikan setiap aspek terwujudnya kemaslahatan hidup manusia dapat 
tercapai.  
 Imam Syahtbi mengatakan bahwa semua kewajiban Syariah tujuannya 
adalah untuk menjaga maqāṣhid syarī’ah dikalangan makhluk. Maqāṣhid 
tersebut terdiri dari tiga macam: Dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) dan 
tahsiniyat (penyempurna).94 Dalam hal ini penulis menganilisis Crime Alarm 
System dari 3 bagian maqāṣhid syarī’ah tersebut: 
1. Dharuriyat 
Dalam konsep dharuriyat menurut para ahli usul fikih aspek-aspek 
kehidupan yang sangat penting dan pokok yakni: melindungi agama, jiwa, 




Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa aplikasi Crime Alarm 
System ini menyentuh dalam mengatasi bebagai macam kasus, seperti 
pembegalan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, 
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pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, terdapat kasus laka lantas, dan juga 
kejadian kebakaran.  
a. Melindungi Agama 
Crime Alarm System dikaitkan dengan melindungi aspek agama, 
dalam sebuah hadist yang di rawayatkan oleh oleh Abu Daud no. 4772 
dan An Nasa’i no. 4099 dalam hadis tersebut kita di perintahkan untuk 
mempertahankan agama kita dengan segenap kemampuan yang ada dan 
ketika meninggal dalam keadaan menjaga agamanya maka Allah 
menjajikan surga baginya, karena mati syahid akan dijamin surga baginya.  
Namun jika dari hadist tersebut dikaitkan dengan Crime Alarm System 
belum dapat dikatakan belum menyetuh tindak kejahatan berkaitan 
dengan urusan agama seperti dalam kasus penistaan agama, karena 
penistaan agama termasuk dalam tindak kejahatan yang intoleransi dalam 
beragama. dalam penelitian yang penulis lakukan Crime Alarm System 
menyentuh tindak kejahatan penganiayaan, pembunuhan, pencurian, 
perampokan, perjudian, miras. dan tidak terdapat kasus seperti penistaan 
agama yang berkaitan dengan melindungi agama. 
Sehingga antara Crime Alarm Sytem dengan melindungi agama masih 
belum selaras. dan masih perlu tinjauan-tinjauan untuk memasukan aspek 
melindungi agama di dalam aplikasi ini. 
b. Melindungi Jiwa  
Pada aspek melindungi jiwa, dari hasil peniitian yang penulis 
lakuakan Crime Alarm System terdapat pilihan pelaporan kasus 
 


































pembunuhan dan tindak kejahatan yang mengakibatkan  hilangnya jiwa 
dari seseorang, seperti penganiayaan. Adapun berikut ayat Al-Quran 
yang menjelaskan terkait memelihara jiwa yaitu QS. Al-Maidah : 32 
Dalam hal ini polres Bojonegoro sudah menyiapkan untuk 
masyarakat apabila ada tindak kejahatan berindikasi pembunuhan agar 
segara melapor melalui Crime Alarm System dengan meneka panic 
button. Sehingga dalam hal ini polisi segera cepat datang ke lokasi dan 
melakukan pengamanan di lokasi kejadian sehingga kasus segera di 
tangani pihak polres Bojonegoro. 
Maka dari penjabaran dan ayat diatas dapat dikatakan kolerasi 
anatara Crime Alarm System dan maqāṣhid syarīah sudah memenuhi 
aspek dalam melindungi jiwa. Namun dalam data pelaporan yang 
penulis terima masih belum terdapat kasus pembunuhan yang 
dilaporkan melalui aplikasi Crime Alarm System. 
c. Melindungi Akal  
Melindungi aspek akal, berdasarkan penelitian yang penulis 
lakukan, aplikasi Crime Alarm System dapat dikatakan menyentuh 
dari aspek melindungi akal. Dalam hal ini kasus yang berkaiatan 
dengan melindungi akal yakni tindak kejahatan miras. Karena ketika 
seorang melakukan tindak  kejahatan tipiring (miras) maka akal 
sehatnya akan hilang, kemudian akan menimbulkan kejahatan-
kejahatan selanjutnya. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam QS. Al-
Maidah menjelaskan tentang Khamar. 
 


































Di Bojonegoro tersangka miras cukup tinggi menunjukan angka 
yang cukup tinggi di tahun 2019 saja mencapai 626 dan setiap tahun 
meningkat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dan data 
yang penulis peroleh, di dalam aplikasi Crime belum terdapat menu 
pilihan ditujukan untuk melaporkan tindak kejahatan miras namun 
terdapat menu pilihan untuk kasus narkoba sehingga tindak kejahatan 
tipiring (miras) disini diqiyaskan menjadi tindak pidana narkoba. 
sehingga ketika masyarakat menemukan tindak pidana narkoba bisa 
langsung melapor melalui Crime Alarm System dan polisi bisa segera 
menindak tindak pidana tersebut. 
d. Melindungi Nasab 
Melindungi nasab dapat di artikan melindungi keluarga, nasab 
diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan 
darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, 
dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).
96
 
Sehingga kita diwajibkan untuk menjaga keluarga yang ada, seperti 
pada Q.S At- Tahrim ayat 6 
 berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan untuk melindungi 
keluarga kita dari segala macam ancaman. selaras dengan dharuriyyat 
dalam aspek melindungi nasab, sedangkan kasus yang berkaitan 
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dengan melindungi keluarga yakni kasus perizinaan dan tidak menutup 
kemungkinan menyangkut kasus pemerkosaan.  
 Selaras dengan hal tersebut Crime Alarm System hadir mencakup 
kasus pemerkosaan yang dapat mengancam rusaknya suatu keluarga 
akibat dari kasus pemerkosaan tersebut dengan menyediakan menu 
pilihan kasus pemerkosaan di dalam aplikasi tersebut. Sehingga ketika 
terdapat kasus pemerkosaan dapat di tangani dengan cepat. 
e. Melindungi Harta 
Melidungi harta di dalam agama islam terdapat perintah untuk 
menjaga atau melindungi harta kita. karena umat islam anjurkan untuk 
kaya agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk membantu 
kemajuan agama Islam seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar 
pada zaman Nabi SAW.  
Maka Allah memerintahkan untuk menjaga harta dari segala 
ancaman dengan mempertaruhkan nyawa dan di jamin oleh Allah 
masuk surga, adapun hadist yang menjelaskan hal tersebut di 
riwayatkan oleh Abu Daud no. 4772 dan An Nasa’i no. 4099 
Polres Bojonegoro pun hadir dengan aplikasi Crime Alarm System 
dengan menyediakan menu pelaporan yang menangani kasus yang 
mengancam hilangnya harta seperti kasus pencurian, perampokan, 
begal, termasuk juga kasus perjudian karena perjudian dapat 
menghilangkan harta di jalan yang di larang oleh Allah SWT. Sehingga 
 


































dapat dikatakan Crime Alarm System sudah sesuai dengan dharuriyyat 
dalam aspek melindungi harta  
Berdasarkan seluruh penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan Crime 
Alarm System dalam menanggulangi tindak kejahatan di Kota 
Bojonegoro yang berkaitan dengan 5 aspek dalam konsep dharuriyyat, 
hanya terdapat satu aspek saja yang belum terpenuhi namun hal tersebut 
sudah dapat dikatakan memenuhi aspek tersebut  
2. Hajiyyat 
Hajiyyat adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh 
manusia, dan kebaradaanya akan membuat hidup manusia lebih mudah 
dan terhindar kesulitan.
97
 Ketika orang yang tidak mendapatkan atau 
mengutamakan kebutuhan hajiyyah ini pada dasarnya tidak akan 
membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan 
kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas duniawi maupun ukhrawi. 
Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada narasumber yang 
mengurusi aplikasi Crime Alarm System di peroleh keterangan yang 
bahwa aplikasi Crime Alarm System, diciptakan untuk memudahkan 
masyarakat dalam pelaporan tindak kejahatan yang terjadi di sekitar 
mereka dan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat betapa pentinganya 
kamtibmas di Wilayah Kota Bojonegoro. 
Selaras dengan tujuannya dalam pengaplikasiannya di masyarakat, 
Aplikasi Crime Alarm System sangat memeduhkan masyarakat dalam 
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melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat tidak 
perlu menuju kantor polisi terlebih dulu untuk melaporkan tindak 
kejahatan yang terjadi, cukup menggunakan gadget saja. Jika dilihat dari 
analisis di atas maka dapat dikatakan aplikasi Crime Alarm System sudah 
sesuai dalam memenuhi aspek hajiyyah. 
3. Tahsiniyyat 
Tahsiniyat adalah kebutuhan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat 
agar hidup menjadi tentram dan aman. Hal-hal yang berkaitan dengan 
akhlak (makarim al akhlak) dan etika (suluk) masuk pada tingakatan 
tahsiniyat ini.98  
 Dalam wawancara dan observasi sangat selaras dengan visi dan misi 
yang perlu diwujudkan dan dicapai oleh polres Bojonegoro. aplikasi 
Crime Alarm System ini menjadi sarana pelengkap dalam mewujudkan 
visi dan misi dari polres Bojenogoro. 
Visi dari polres Bojonegoro yaitu terwujudnya postur Polres 
Bojonegoro yang profesional, modern dan terpercaya sebagai pelindung, 
pengayom, serta pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam 
memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.
99
 Dari visi di atas Crime 
Alarm System sudah memenuhi yakni modern sebagai pelindung 
masyarakat karena mengikuti perkembangan zaman yang sudah mencapai 
era digital ini. 
                                                             
98 Ahmad Sarwat, Maqashid Syari’ah...,62 
99 Polresbojonegoro.id, diakses tanggal 23 Oktober 2020 pukul 09.07 
 


































Kemudian dari Misi juga sudah selaras salah satunya yakni, 
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 
memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai 
integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro. Karena aplikasi Crime 
Alarm System juga melibatkan banyak pihak seperti masyarakat umum, 
instansi pemerintahan, toko- toko, dan perbankan yang menjadi mitra 
kamtibmas guna mendekatkan pelayanan polri di tengah tengah 
masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan Crime Alarm System 
sudah sesuai dengan aspek tahsiniyyat yakni aspek pelangkap dalam 
tatanan hidup agar menjadi aman dan tentram.  di wilayah Kota 
Bojonegoro.
 






































Berdasarkan hasil penelitian di atas yang didapat oleh penulis berdasarkan 
teori dan hasil analisis dari penelitian tentang aplikasi crime alarm system di 
Polres Kota Bojonegoro dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan aplikasi Crime Alarm Sytem terdapat 3 akses yaitu untuk 
internal, instansi, dan eksternal yakni untuk masyarakat. Dari ke tiga 
akses ini, setiap akses memiliki cara tindakan yang dilakukan petugas 
berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena setiap akses memiliki kegunaan 
yang berbeda, namun memiliki satu tujuan sama yakni menerima setiap 
laporan tindak kejahatan yang terjadi. Kendati demikian ternyata kinerja 
aplikasi Crime Alarm System dinilai masih kurang efektif dan efesien, 
dari segi ke efektifitasan, berdasarkan data yang diperoleh penggunaan 
aplikasi Crime alarm system untuk melaporkan suatu tindak kejahatan 
yang terjadi masih sangat minim. Aplikasi ini juga hanya dapat di akses 
melalui android saja dan memerlukan internet yang memadai. Begitu juga 
dengan masalah pengurusan surat, Polres Bojonegoro masih belum 
memiliki layanan secara online sehingga korban tetap harus datang ke 
kantor polisi. Pihak Polres Bojonegoro juga menganggap bahwa untuk 
layanan surat dibutuhkan prosedur untuk melegalkan surat seperti 
 


































pembubuhan stempel dari pimpinan.  hal ini mempengaruhi masyarakat 
enggan dalam menggunakan aplikasi Crime Alarm System. 
 



































2. Implikasi Aplikasi crime alarm system dalam perspektif maqāṣhid syarīah 
pada masyarakat di Wilayah Kota Bojonegoro bahwa ada indikator dalam 
maqāṣhid syarī’ah sebagai landasan setiap aspek terwujudnya 
kemaslahatan hidup manusia, baik di Dunia maupun Akhirat, hal tersebut 
semakin menunjukan bahwa aplikasi crime alarm system yang berdiri dari 
aspek hukum Islam dan tujuan pemenuhan syariat. Crime Alarm System 
dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di Kota Bojonegoro, maka 
dapat di kategorikan sudah memenuhi dari konsep dharuriyat karena 
penjelasan di atas agar melindungi ke 5 aspek tersebut yaitu, agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta. Selaras dengan tujuannya dalam 
pengaplikasiannya di masyarakat, Aplikasi Crime Alarm System sangat 
memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang terjadi 
di sekitarnya. Masyarakat tidak perlu menuju kantor polisi terlebih dulu 
untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi, cukup menggunakan 
gadget saja, maka dapat dikatakan aplikasi Crime Alarm System sudah 
sesuai dalam memenuhi aspek hajiyyat.  Crime Alarm System juga sudah 
sesuai dengan aspek tahsiniyyat yakni aspek pelangkap dalam tatanan 
hidup agar menjadi aman dan tentram. 
B. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan di atas, Polres sebaiknya lebih aktif lagi 
dalam mensosialisasikan mengenai Crime Alarm System agar setiap 
masyarakat Kota Bojonegoro paham dan mengerti Crime Alarm System 
 


































tersebut seperti memasang spanduk-spanduk di jalan utama yang setiap 
orang mengakses jalan tersebut dan mensosialisasikan ke setiap wilayah 
di Kota Bojonegoro sampai ke pelosok desa melalui Polsek yang ada di 
setiap wilayah Kota Bojonegoro, kemudian dalam hal persuratan bisa 
dimasukan ke dalam bagian dari menu apliaksi Crime Alarm System  
sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus surat laporan ke 
Polres melalui online juga, serta mengembangkan Crime Alarm System 
sehingga dapat di akses melalui gadget berbasis IOS/Apple Windows 
Phone. Dalam hal ini Aplikasi Crime Alarm System dapat lebih baik lagi 
kedepannya dan seluruh masyarakat bisa mengakses Crime Alarm System 
dan wilayah Kota Bojonegoro lebih aman lagi untuk masa yang datang 
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